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Abstract

Security confiscation is carried out on the orders of the Judge/Chairman of the Panel before or
during the examination process and for the confiscation the Judge/Chairman of the Panel
makes a letter of determination. The confiscation is carried out by the Registrar of the District
Court / Bailiff with two court officials as witnesses. There are two types of security
confiscations, namely security confiscations against the defendant's property (conservatoir
beslag) and security confiscations against the plaintiff's property (revindicatoir beslag)
(Article 227, 226 HIR. Article 261, 260 RBg.). However, if the confiscation of the guarantee
has been carried out and then peace is reached between the two parties to the litigation, then
the confiscation of guarantee must be lifted.

Keyword: Confiscate Guarantee, Civil Case.

A. PENDAHULUAN
Pentingnya suatu penyelenggaraan sita jamin berkenaan dengan suatu kepastian
hukum, kepastian hukum merupakan upaya mencari keadilan berlandaskan hukum dan
menghindari tindakan main hakim sendiri atau menghindari perbuatan yang melawan
hukum. M Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 282), menerangkan

bahwa penyitaan berasal dari terminologi beslag (bahasa Belanda) dan istilah bahasa

Indonesia, beslah, yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan.

Pengertian penyitaan yaitu sebagai,

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam
keadaan penjagaan;

2. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah
pengadilan  atau hakim;

3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan
dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan
utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang disita tersebut;

4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan
sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang

menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.
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Sedangkan tujuan dilakukannya penyitaan ada 2, yaitu :
1. Agar gugatan tidak illusoir.

Tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak
dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun
tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sehingga
keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula agar pada
saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat
diserahkan dengan sempurna kepada penggugat. Oleh karenanya, gugatan penggugat
menjadi tidak illusoir atau tidak hampa.

2. Objek eksekusi sudah pasti

Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan
menunjukkan identitas barang yang hendak disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan
batas-batasnya. Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui juru sita memeriksa
dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal ini
secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah
berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, kewenangan penyitaan
hanya diberikan kepada pengadilan saja sebagai institusi negara pelaksana
kekuasaan kehakiman (judiciary power). Penyitaan oleh salah satu pihak atas harta
kekayaan pihak lain merupakan perbuatan bertindak sebagai hakim sendiri
(eigenrichting) yang merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad).
Maka dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum seringkali diperlukan tindakan-
tindakan paksa yang bersifat mencegah kerugian ataupun pemulihan kerugian yang
diderita oleh pihak yang merasa dirugikan. Tindakan paksa dalam hukum acara
perdata hanya bisa dilakukan berdasarkan suatu penetapan dari hakim pengadilan
yang berwenang, sehingga sangat menarik untuk membicarakan sita jamin sebagai

upaya untuk menjamin pelaksanaan putusan pada perkara perdata.
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B. Hasil Pembahasan

Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) diatur dalam pasal 227 HIR. Sita jaminan
dilakukan terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status
kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi.Dalam
mengajukan sita jaminterlebih dahulu harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat
sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat.

Pada sita jamin, yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak
milik tergugat. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama
bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan
dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962), dan
penyitaan juga harus didaftarkan berdasarkan berita acara sesuai ketentuan yang terdapat
dalam pasal 227 (3) jo pasal 198 dan pasal 199 HIR. Penyitaan harus dicatat di buku
khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah
yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan buku tersebut adalah terbuka untuk
umum.Apabila penyitaan tersebut telah didaftar kan. maka sejak didaftarkannya, tersita
dilarang untuk menyewakan, mengalih kan dengan cara apapun, atau
membebankan/menjaminkan tanah tersebut. Tindakan tersita yang bertentangan dengan
larangan tersebut adalah batal demi hukum.Kepala Desa yang bersangkutan dilingkungan
tanah yang disita dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan
kepada orang lain.

Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim
dalam amar putusannya, dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima,
sita harus diperintahkan untuk diangkat.Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan
terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) dan sita jaminan terhadap barang
milik penggugat (revindicatoir beslag) (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg.).

Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita comservatoir atau sita
revindicatoir, harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila
permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Ketua Majelis membuat
penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera / Jurusita yang bersangkutan
dengan disertai dua orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi.

Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan / Majelis wajib
terlebih dahulu mendengar pihak tergugat.Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan,

Hakim wajib memperhatikan :
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1.

1.

Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita
revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan
tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar

keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.).

2. Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara

penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan
Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214.

3. Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar / bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan

di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar /
belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang

bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.

4. Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita

revindicatoir, harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak
dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk

di simpan di gedung Pengadilan Negeri.

Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita conser vatoir (terhadap milik tergugat), dan sita

revin dicatoir (terhadap milik penggugat) pada (pasal 227, 226 HIR) ;

SITA CONSERVATOIR.

Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik
tergugat. Harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat
dan luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.(Perhatikan SEMA No.
89/K11018/M/1962, ter tanggal 25 April 1962). Untuk menghindari salah sita,
hendaknya Kepala Desa diajak serta untuk melihat keadaan tanah, bartas serta luas
tanah yang akan disita.

Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain
itu sita atas tanah yang ada sertifikat harus pula didaftarkan, dan atas tanah yang
belum sertifikat diberitahukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota . Tentang
penyitaan itu dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang
memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan
perkembangannya. Buku ini adalah terbuka untuk umum.

Sejak tanggal pendaftaran sita itu, tersita dilarang untuk menyewakan,

mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita itu. Semua tindakan tersita yang
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2.

3.

dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum.Kepala Desa
yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak
dialihkan kepada orang lain.

Penyitaan dilakukan terutama atas barang bergerak milik tergugat juga jangan
berlebihan, hanya cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat. Apabila
barang bergerak milik tergugat tidak cukup, barulah tanah/tanah dan rumah milik
tergugat yang disita.

Apabila gugatan dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak, sita
jaminan untuk sebagian dinyatakan sah dan berharga dan untuk bagian yang lain
diperintah untuk diangkat. Namun apabila yang disita itu adalah sebidang tanah dan
rumah, seandainya gugatan mengenai ganti rugi dikabulkan hanya untuk sebagian,
tidaklah dapat diputuskan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (misalnya, atas

1/3 tanah dan rumah yang bersangkutan).

SITA REVINDICATOIR.

Yang disita adalah barang bergerak milik penggugat yang dikuasai/dipegang
oleh tergugat.Gugatan diajukan untuk memperoleh kembali hak atas barang tersebut.
Kata revindicatoir berasal dari kata revindiceer, yang berarti minta kembali
miliknya.Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugat secara
jelas dan terperinci, dengan menyebutkan ciri-cirinya.Apabila gugatan dikabulkan
untuk seluruhnya, sita revindicatoir dinyatakan sah dan berharga dan tergugat
dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.

Bahwa jika gugatan dikabulkan hanya untuk sebagian dan untuk selebihnya
ditolak. Apabila hal itu terjadi, maka sita revindicatoir untuk barang-barang yang
dikabulkan, dengan putusan tersebut akan dinyatakan sah dan berharga, sedangkan
untuk barang-barang lainnya, diperintahkan untuk diangkat.Dalam rangka eksekusi
barang yang dikabul kan itu diserahkan kepada penggugat.Untuk selanjutnya, segala
sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita conservatoir secara mutatis
mutandis berlaku untuk sita revindi catoir.

SITA EKSEKUSI.
a. Sita eksekusi yang langsung :
Sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang

tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah.Sita eksekusi lanjutan. Apabila
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4.

barang- barang yang disita sebelumnya dengan sita conservatoir, yang dalam
rangka eksekusi telah berubah menjadi sita eksekusi dan di lelang, hasilnya tidak
cukup untuk memba yar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan
Pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang
milik tergugat, untuk kemu dian dilelang.
b. Sita eksekusi yang tidak langsung :

Sita eksekusi yang tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita
jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi
otomatis berubah menjadi sita eksekusi.

Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang
benar-benar dibutuh kan oleh tersita untuk mencari natkah (pasal 197 (8) HIR,
211 RBg). Perlu diperhatikan, bahwa yang tidak dapat disita adalah hewan, yang
benar-benar dibutuhkan untuk mencari natkah oleh tersita, jadi satu atau dua ekor
sapi/kerbau yang benat-benar dibutuhkan untuk mengerjakan sawah. Jadi bukan
sapi-sapi dari sebuah perter nakan, ini selalu dapat disita. Binatang-binatang lain,
yaitu, kuda, anjing, kucing, burung, yang kadang-kadang sangat tinggi harga,
dapat saja disita.

SITA PERSAMAAN.

Bahasa Belandanya adalah Verge lijkend beslag, terjemahan baku belum ada.
Ada yang memakai istilah sita perbandingan, ada pula yang menerjemahkan dalam
sita persamaan. Mahkamah Agung memakai istilah sita per samaan.Sita tersebut
antara lain diatur dalam pasal 463 R.V. yang berbunyi: “Apabila jurusita hendak
melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang akan disita itu
sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka jurusita tidak dapat melakukan
penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan
barang-barang yang disita itu dengan Berita Acara penyitaan, yang untuk itu oleh
tersita harus diperlihatkan kepadanya. la kemudian akan dapat menyita barang-
barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu memerintahkan ke pada penyita
pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu
sebagaimana ditentukan dalam pasal 466Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku

sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama”.
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Pasal 463 Rv termasuk dalam bab Eksekusi barang bergerak. Dengan demikian
jelaslah, bahwa pasal 463 Rv. berlaku untuk sita ekse kusi terhadap barang bergerak. Jadi,
apabila telah dilakukan sita eksekusi, tidak dapat dilaku kan sita eksekusi lagi terhadap
barang bergerak yang sama.Ketentuan yang hampir serupa terdapat dalam pasal 11 (12)
Undang-undang PUPN, Undang -undang No. 49 tahun 1960, yang berbunyi sebagai
berikut: “Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain yang berpiutang tidak
dapat dilakukan penyitaan. Jika jurusita mendapatkan barang yang demikian, ia dapat
rnemberikan salinan putusan Surat paksa sebelum tanggal penjualan tersebut kepada
Hakim Pengadilan Negeri, yang selanjutnya menentukan, bahwa penyitaan yang dilaku
kan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran hutang
menurut Surat Paksa”.

Apabila setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang
disita diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan Hakim yang diaju kan
terhadap penanggung hutang kepada Negara, maka penyitaan yang telah dilaku kan itu
dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menurut putusan Hakim itu
dan Hakim Pengadilan Negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan
atas sekian banyak ba rang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat
mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan putusan itu dan biaya penyitaan
lanjutan itu.

Dalam hal yang dimaksud dalam ayat-ayat (1) dan (2)2, Hakim Pengadilan Negeri

menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang,
setelah mengadakan pemeriksaan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap pe-
nanggung hutang kepada Negara, pelak sana dan orang yang berpiutang.Pelaksanaan dan
orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan termaksud dalam ayat (3), dapat
minta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagi an tersebut.
Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan pasti, maka Hakim
Pengadilan Negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang
yang ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian
uang penjualan.Oleh karena pasal tersebut berhubungan dengan penyitaan yang dilakukan
oleh PUPN, maka jelas lah pula, bahwa sita tersebut adalah sita eksekusi dan bukan sita
jaminan. Obyek yang disita bisa barang bergerak dan bisa barang tidak ber gerak.
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C. Kesimpulan

Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses
pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuat
surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Juru Sita dengan
dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita
jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslag) dan sita jaminan terhadap
barang milik penggugat (revindicatoir beslag) (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 RBg.).
Namun apabila telah dilakukan sita jarninan dan kemudian tercapai perdamaian antara

kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat.
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